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OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI 
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, 
FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk
Bidang Usaha:

Jasa serta Konsultasi di bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi, Investasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat 
MNC Financial Center, Lantai 21

Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886
Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com

Website : www.mncfinancialservices.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II MNC KAPITAL INDONESIA

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.  Obligasi ini berjangka waktu 5 (lima) tahun, ditawarkan 
sebesar Rp188.000.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun yang dijamin secara Kesanggupan 
Penuh (Full Commitment).  
Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar Rupiah) 
akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Kepastian mengenai jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Perseroan 
akan ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja 
sebelum Tanggal Pencatatan Obligasi di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila seluruh Obligasi Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang dijamin dengan Kesanggupan 
Terbaik (Best Effort) tidak terjual seluruhnya, maka sisanya akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran 
bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2018 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 3 Juli 2023. Pembayaran Obligasi dilakukan 
secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM PERSEROAN MILIK PT MNC INVESTAMA TBK (“BHIT”) DENGAN NILAI SEKURANG-KURANGNYA 
150% (SERATUS LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI PADA SAAT TANGGAL EMISI DAN MENJAGA JAMINAN DENGAN NILAI SEBESAR 110% (SERATUS SEPULUH 
PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI. APABILA NILAI JAMINAN KURANG DARI 110% (SERATUS SEPULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK 
OBLIGASI MAKA PERSEROAN DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN TOP UP SEHINGGA JAMINAN TERCUKUPI MENJADI MINIMAL SEBESAR 150% (SERATUS LIMA PULUH PERSEN) 
DARI NILAI POKOK OBLIGASI.
HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN 
DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG 
AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN 
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI 
(BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN 
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN 
DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN 
SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN 
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG  
          DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idBBB (Triple B)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

 
PT MNC SEKURITAS

(TERAFILIASI)

Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 22 Juni 2018

Tanggal Efektif : 8 Juni 2018
Masa Penawaran Umum :  22, 25-28 Juni 2018
Tanggal Penjatahan 29 Juni 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 3 Juli 2018
Tanggal Distribusi Efek Secara Elektronik : 3 Juli 2018
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia 4 Juli 2018



PT MNC Kapital Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan 
Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap 
I Tahun 2018” kepada Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 20/MNCKI/DIR/III/2018 tanggal 29 Maret 
2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal  
10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 
Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018” dengan 
jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia 
(“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI No. SP-00003/
BEI.PP2/04-2018 tanggal 23 April 2018. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran 
Umum Obligasi akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para 
pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam 
rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, kejujuran pendapat, keterangan 
dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang 
berlaku serta kode etik dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan atau membuat 
pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yaitu PT MNC Sekuritas menjadi pihak yang terafiliasi langsung dengan Perseroan, 
sedangkan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi ini dengan tegas 
menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai 
dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi 
Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN 
LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA 
PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN 
PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI 
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG 
SERTA PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA 
TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK 
TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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RUPO/RUPSI (”KTUR”)
menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (”RUPO”) atau meminta 

Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia “Pefindo”.
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menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (”RUPO”) atau meminta 
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Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi ”.



xvi

 



xvii

 



xviii

 

 
 

 

 

 

 
  
 
 

 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 

• 
 
 
 



xix

 

 
 

 

 

 

 
  
 
 

 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 

• 
 
 
 

• 
 
 
 

• 
 
 
 

• 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



xx

 
 

 

 

 

 

 



1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(”OBLIGASI”)

dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) 
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Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Berkelanjutan I ”.
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Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Berkelanjutan I ”.
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“Aset” berarti seluruh a

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

“Utang” adalah total liabilitas per laporan keuangan konsolidasi

“EBITDA Konsolidasi” adalah laba Perseroan

“Beban Bunga Pinjaman Konsolidasi” adalah  beban bunga Perseroan dan 

“Modal” adalah total ekuitas per laporan keuangan konsolidasi;
“Cadangan Kerugian dan Penurunan Nilai (CKPN)” adalah cadangan yang
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Prospektus ini dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di
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sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia.
 

 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“ ”) 
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versi sebelumnya digantikan dengan nilai ”bunga neto” berdasarkan PSAK 24 (revisi 2013) 
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PT MNC Investama Tbk (“MNC Investama”)

PT MNC Investama Tbk. (“MNC Investama”) semu
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mite Remunerasi dan Nominasi (”Peraturan OJK 
”)  Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang di jalankan oleh Komite 
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Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“ ”), Perseroan melalui Surat 
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Th’89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di 
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dengan nama “PT Citra International Finance & Investment Corporation” berdasarkan Akta Pendirian 

di Jakarta, PT Citra International Finance & Investment Corporation berubah nama menjadi “PT Bhakti 
ance”. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

“PT MNC Finance”. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat 

“Akta No. 15 tanggal 18 Desember 2017”

 

 

“Akta No. 36 
tanggal 23 Desember 2015”
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JUSUF INDRADEWA & PARTNERS 
Legal Consultants 

Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50 
Jl. M.H. Thamrin No. 1 
Jakarta Pusat 10310, Indonesia 
Phone : (62-21) 22544117 (Hunting) 
                      (62-21) 23584598 
Fax : (62-21) 22544367 
E-Mail : jip@jusufind.com 
                  ceciliasianawati@jusufind.com 
Website : http://www.jusufind.com 
 

 
No.: 028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18 
 
Jakarta, 6 Juni 2018 
 
 
Kepada Yang Terhormat : 
PT MNC Kapital Indonesia Tbk 
MNC Financial Center Lantai 21 
Jl. Kebon Sirih No.21 - 27 
Jakarta Pusat 10340. 
 
 
Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT MNC Kapital Indonesia Tbk 

Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi 
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018. 

 
Sehubungan dengan maksud PT MNC Kapital Indonesia (selanjutnya disebut “Perseroan”) 
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan 
berkedudukan serta berkantor pusat di Gedung MNC Financial Center Lantai 21, Jl. Kebon 
Sirih No.21-27 Jakarta Pusat untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi 
Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar 
Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan bahwa dalam rangka Penawaran Umum 
Berkelanjutan Obligasi tersebut, PT MNC Kapital Indonesia Tbk akan menerbitkan dan 
menawarkan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 
(“Obligasi”) dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Obligasi ini ditawarkan sebesar 
Rp188.000.000.000 (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga 
tetap sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun yang dijamin secara 
Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak 
Tanggal Emisi yang akan diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% 
(seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. 
Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 
2018 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas 
miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Obligasi ini telah 
memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu yaitu 
idBBB terhadap Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2018 MNC Kapital Indonesia, kami Kantor 
Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners sebagai konsultan hukum independen, dalam 
hal ini diwakili oleh Cecilia T.A. Sianawati, S.H., dengan STTD No.09/STTD-KH/PM/1992 
jo. Nomor STTD.KH-21/PM.22/2018 tanggal 13 Maret 2018, telah ditunjuk oleh Perseroan 
berdasarkan Surat Penunjukan No.008/MNCKI/DIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk 
melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (“Uji Tuntas”) dan memberikan Pendapat Dari Segi 
Hukum (“Pendapat Hukum”) mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan aspek 
hukum dari Penawaran Umum Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I ini sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai Pasar 
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Modal dan dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar 
Modal (“HKHMP”) Lampiran Keputusan HKHPM No.Kep.01/HKHPM/2005 tanggal 18 
Februari 2005, yang diubah dengan Keputusan HKHPM No.Kep.04/HKHPM/XI/2012 
tanggal 6 Desember 2012, Keputusan HKHPM No.01/Kep-HKHPM/II/2014 tanggal 4 
Februari 2014 dan Keputusan HKHPM No.02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017. 
 
Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas 
sebagaimana tertuang dalam Addendum Laporan Uji Tuntas No. 003-ADD/CS-DS-YR-
HN/II-H/IV/18 tanggal 30 April 2018  (“Addendum Laporan Uji Tuntas”) dan Tambahan I 
Addendum Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum No. 017/CS-DS-YR-HN/II-H/V/18 tanggal 
14 Mei 2018 (“Tambahan I Addendum Laporan Uji Tuntas”) dan Tambahan II 
Addendum Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum No.025/CS-DS-YR-HN/II-H/V/18 tanggal 
30 Mei 2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Tambahan II Addendum Laporan Uji 
Tuntas”) dan Tambahan III Addendum Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum No.027/CS-
DS-YR-HN/II-H/VI/18 tanggal 6 Juni 2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Tambahan 
III Addendum Laporan Uji Tuntas”) 
 
Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini maka Pendapat Hukum No.026/CS-DS-YR-
HN/II-G/V/18 tanggal 30 Mei 2018 menjadi tidak berlaku lagi. 
 
Asumsi dan Kualifikasi 
 
Dalam menjalankan Uji Tuntas untuk kepentingan Pendapat Hukum ini kami menganggap 
dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut : 
 
a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan 

apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka 
fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya. 

b. Tanda tangan yang terdapat pada suatu dokumen,  baik asli maupun fotokopinya atau 
salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak-pihak yang disebutkan dalam 
dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pihak-pihak tersebut 
mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen 
tersebut. 

c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, 
baik tertulis ataupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak 
ketiga kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta 
tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan 
Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum  ini. 

d. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan, atau para 
Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan kepada 
Perseroan, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. 

  
Pendapat Hukum yang didasarkan pada Laporan Uji Tuntas diberikan dalam kerangka hukum 
Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau 
yuridiksi negara lain dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut :  
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1. Pendapat Hukum dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, 

dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya 
konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. 

2. Dalam hal terdapat kemungkinan mengenai adanya fakta-fakta, data-data, dokumen-
dokumen atau informasi-informasi yang tidak kami ketahui tidak mengakibatkan 
Pendapat Hukum menjadi  tidak benar dan/atau menyesatkan.  

3. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi aspek hukum yang disebutkan 
didalamnya dan tidak meliputi aspek-aspek lainnya yang mungkin secara implisit 
dianggap termasuk didalamnya. 

4. Pendapat Hukum ditujukan semata-mata dalam rangka Penawaran Umum 
Berkelanjutan dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum independen atas 
Pendapat Hukum kami adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia. 

 
Berdasarkan Uji Tuntas terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, 
pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Addendum Laporan Uji Tuntas, asumsi-asumsi 
dan kualifikasi-kualifikasi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Pendapat Hukum ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka 
dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut : 
 
1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan 

secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia. 
 
Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan dengan nama “PT Bhakti Capital 
Indonesia” berdasarkan Akta Pendirian No. 100 tanggal 15 Juli 1999, yang dibuat di 
hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan 
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-16030 
HT.01.01.TH.99 tanggal 6 September 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di 
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah 
No. 270/BH 09.03/III/2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia No. 27 tanggal 3 April 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia di 
bawah No. 2097 (“Akta Pendirian”). 

 
2. Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami 

beberapa kali perubahan. Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan 
OJK No.32”), Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 8 Mei  2015 (“Akta No.15 Tanggal 8 
Mei 2015”), dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, 
yang telah mendapat persetujuan dari  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No.AHU-
0936639.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015, telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata 
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-
AH.01.03-0937536 tanggal 5 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-3513712.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015. 
 
Terakhir Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan  Akta Pernyataan Keputusan Rapat 
Perubahan Anggaran Dasar No.9 tanggal 8 Mei 2018, dibuat dihadapan Aulia Taufani, 
S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187884 
tanggal 11 Mei 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0066022.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018. 
 
Perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas “UUPT”) dan ketentuan-ketentuan dibidang Pasar Modal, termasuk namun 
tidak terbatas pada Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran 
Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan 
Perusahaan Publik, POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan 
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 
  
Namum demikian terdapat akta-akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang belum 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya. Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia dan Tambahannya sudah efektif berlaku karena berdasarkan UUPT 
perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Menteri 
mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau sejak tanggal diterbitkannya 
surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Terhadap belum 
diumumkannya Anggaran Dasar dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 
Tambahannya tersebut baik UUPT maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia tidak mengatur adanya sanksi atas hal tersebut. 
 

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 
tanggal 8 Mei  2015 (“Akta No.15 Tanggal 8 Mei 2015”), dibuat di hadapan Aryanti 
Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, maksud dan tujuan Perseroan ini adalah 
berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, 
pembangunan.  
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan 
usaha utama sebagai berikut : 
 
a.   Menjalankan usaha-usaha bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa bidang hukum 

dan pajak, sebagai berikut : 
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Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No.AHU-
0936639.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015, telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata 
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-
AH.01.03-0937536 tanggal 5 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-3513712.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015. 
 
Terakhir Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan  Akta Pernyataan Keputusan Rapat 
Perubahan Anggaran Dasar No.9 tanggal 8 Mei 2018, dibuat dihadapan Aulia Taufani, 
S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187884 
tanggal 11 Mei 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0066022.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018. 
 
Perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas “UUPT”) dan ketentuan-ketentuan dibidang Pasar Modal, termasuk namun 
tidak terbatas pada Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran 
Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan 
Perusahaan Publik, POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan 
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 
  
Namum demikian terdapat akta-akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang belum 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya. Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia dan Tambahannya sudah efektif berlaku karena berdasarkan UUPT 
perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Menteri 
mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau sejak tanggal diterbitkannya 
surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Terhadap belum 
diumumkannya Anggaran Dasar dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 
Tambahannya tersebut baik UUPT maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia tidak mengatur adanya sanksi atas hal tersebut. 
 

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 
tanggal 8 Mei  2015 (“Akta No.15 Tanggal 8 Mei 2015”), dibuat di hadapan Aryanti 
Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, maksud dan tujuan Perseroan ini adalah 
berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, 
pembangunan.  
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan 
usaha utama sebagai berikut : 
 
a.   Menjalankan usaha-usaha bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa bidang hukum 

dan pajak, sebagai berikut : 

 
JUSUF INDRADEWA & PARTNERS                           
Legal Consultants                                                                              
 
028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18 
  

 

5 

- Periklanan dan reklame, serta promosi dan pemasaran; 
- Hiburan, promosi, agency, manajemen dan produksi; 
- Jasa persewaan mesin dan peralatannya; 
- Jasa komputer dan kegiatan yang terkait; 
- Jasa pendidikan; 
- Instalasi dan perawatan jaringan komputer dan peripheral; 
- Pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, taman hiburan, rekreasi, 

dan kawasan berikat; 
- Konsultasi bidang bisnis, manajemen, dan administrasi; 
- Konsultasi manajemen dan administrasi; 
- Jasa pengembangangan bisnis dan manajemen; 
- Konsultasi arsitek, landscape, design dan interior; 
- Konsultasi teknik engineering; 
- Konsultasi manajemen sumber daya manusia; 
- Konsultasi pelatihan dan ketrampilan; 
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa investasi.   

 
b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, meliputi perdagangan pada 

umumnya, diantaranya : 
- Import dan eksport; 
- Perdagangan besar lokal; 
- Bertindak sebagai grosir, supplier, leveransier, dan commission house; 
- Distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan; 
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan property; 
- Penjualan mobil dan sepeda motor; 
- Perdagangan komputer dan alat elektronika; 
- Perdagangan alat transmisi telekomunikasi; 

 
c. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian, meliputi perindustrian pada 

umumnya, diantaranya : 
- Industri makanan dan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil); 
- Industri pengolahan hasil perikanan (coldstorage); 
- Industri tekstil; 
- Industri pakaian jadi (garmen); 
- Industri meuble (furniture); 
- Industri mesin-mesin; 
- Industri peralatan rumah tangga; 
- Industri kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman; 
- Industri daur ulang; 
- Industri kerajinan tangan. 

 
d.  Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan pada umumnya, diantaranya:  

- Ekspedisi dan pergudangan; 
- Angkutan penumpang. 

 
e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian pada umumnya,  diantaranya : 

- Argoindustri; 
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- Industri pertanian; 
- Peternakan; 
- Perikanan darat/laut dan pertambakan; 
- Perkebunan tanaman pangan; 
- Kehutanan. 

 
f.  Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan (developer) pada umumnya,  

diantaranya : 
- Bertindak sebagai pengembang; 
- Pemborongan pada umumnya (general contractor); 
- Pembangunan gedung dan konstruksi, jembatan, jalan, taman, dan 

sebagainya; 
- Pemasangan instalasi-instalasi; 
- Pengembangan wilayah pemukiman. 

 
g. Mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan 

usaha lain, baik didalam negeri maupun diluar ngeri. 
 

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama 
Perseroan tersebut diatas, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha lainnya yang 
terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. 

 
Kami berpendapat bahwa Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perijinan yang telah 
diperolehnya sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut. Anggaran Dasar Perseroan 
telah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok 
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas 
dan Perusahaan Publik.  
 

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.9 
tanggal 8 Mei 2018, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H, Notaris di Kota Administrasi 
Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187884 tanggal 11 Mei 2018 dan 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066022.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 
11 Mei 2018 jo. Laporan Kepemilikan Efek Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham 
Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh PT 
BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : 
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Perseroan tersebut diatas, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha lainnya yang 
terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. 

 
Kami berpendapat bahwa Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perijinan yang telah 
diperolehnya sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut. Anggaran Dasar Perseroan 
telah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok 
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4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.9 
tanggal 8 Mei 2018, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H, Notaris di Kota Administrasi 
Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187884 tanggal 11 Mei 2018 dan 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066022.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 
11 Mei 2018 jo. Laporan Kepemilikan Efek Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham 
Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh PT 
BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : 
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PERMODALAN 

 
NILAI NOMINAL Rp.100,00 (SERATUS 

RUPIAH) 
PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 15.000.000.000 1.500.000.000.000,00 
Modal Ditempatkan 5.488.661.103 548.866.110.300,00 
Modal Disetor 5.488.661.103 548.866.110.300,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 9.511.338.897 951.133.889.700,00 

 
 

 
PEMEGANG SAHAM 

NILAI NOMINAL Rp.100,00 (SERATUS 
RUPIAH) PER SAHAM 

 SAHAM RUPIAH % 
PT MNC Investama Tbk 3.824.398.989 382.439.898.900,00 69,68 
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd. 505.900.000 50.590.000.000,00 9,22 
HT Capital Investment Ltd 389.815.162 38.981.516.200,00 7,10 
Masyarakat (dibawah 5%) 768.546.952 76.854.695.200,00 14,00 
Jumlah 5.488.661.103 548.866.110.300,00 100,00 

    
 

Perseroan belum melakukan kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar 
khusus mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya 
dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Perseroan sebagai perusahaan publik 
memiliki daftar kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan 
Komisaris yang menjadi bagian dari Laporan Kepemilikan Efek Mencapai 5% atau 
Lebih yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia dan dari daftar tersebut tidak dapat 
diketahui mengenai kepemilikan saham oleh anggota keluarga Direksi dan Dewan 
Komisaris. Terhadap belum dilakukan pengadaan dan penyimpanan daftar khusus 
tersebut, UUPT tidak mengatur adanya sanksi atas hal tersebut akan tetapi Direksi 
Perseroan berkomitmen melalui Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 11 Mei 
2018 untuk segera melakukan kewajibannya untuk mengadakan dan menyimpan daftar 
pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UUPT 
paling lambat sebelum Perseroan melaksanakan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital 
IndonesiaTahap II. 
 
Riwayat struktur permodalan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir mengenai 
peningkatan modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta 
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 
5. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 31 Mei 

2018 yang tertuang dalam Resume RUPS Tahunan No. 01/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 
yang dikeluarkan oleh Aulia Taufani, S.H, Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:  
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Dewan Komisaris : 
Komisaris Utama dan  
Komisaris Independen  : Nelson Tampubolon 
Komisaris    : Darma Putra 
Komisaris    : Tien 
Komisaris    : Mashudi Hamka 
Komisaris     : Henry Suparman 
Komisaris Independen  : Benny Mokalu 
 
Direksi : 
Direktur Utama   : Wito Mailoa 
Direktur    : Jessica Herliani Tanoesoedibjo 
Direktur    : Natalia Purnama 
Direktur Independen  : Mahjudin 

 
Masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru adalah mengikuti sisa 
masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang berlangsung, yaitu sampai 
dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2021. 
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, akta Berita Acara RUPS Tahunan dan/atau Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut 
masih dalam proses pembuatan. 
 
Kami berpendapat bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas 
telah diangkat secara sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan  perundang-
undangan  yang  berlaku, dan  telah  memenuhi  ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan 
Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. 
 

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini susunan anggota Komite Audit dan Sekretaris 
Perusahaan, Piagam Unit Audit Internal, dan Komite Remunerasi dan Nominasi 
Perseroan adalah sebagai berikut : 

 
Sekretaris Perusahaan : 
Deisy Christina diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan 
No.302/MNCK-AH/Dirut/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017. 
 
Pembentukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau 
Perusahaan Publik. 
Komite Audit 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 
001/BCAP/LGL/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, susunan anggota Komite Audit 
adalah: 
 
Ketua  : Wina Armada Sukardi 
Anggota  : Jenny Tajuw 
  Rosaline Sri Asri 
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Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan 
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite.  
 
Susunan anggota Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 7 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite yaitu bahwa anggota 
Komite Audit adalah pihak independen dari luar Emiten/Perseroan. 
 
Piagam Unit Audit Internal 
 
Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam 
Piagam Audit Internal/Internal Audit Charter yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan 
pada tanggal 2 Desember 2013, dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal yang 
sama.  Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan  No.754/DIR/MNCKI/XII/2013 
tanggal 20 Desember 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala Unit Audit 
Internal, Direksi Perseroan dengan persetjuan dari Dewan Komisaris telah menunjuk 
dan mengangkat Chandra Helena Marpaung sebagai Kepala Unit Audit Internal. 
 
Piagam Unit Audit Internal dan Pembentukan Piagam Unit Audit Internal Perseroan 
telah sesuai dengan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal 
Komite Nominasi dan Remunerasi 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 September 2017, 
anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang menjabat saat ini sebagai 
berikut : 

 
-  Ketua : Wina Armada Sukardi 
-  Anggota : Darma Putra Wati 
  Susanty Tjandra Sanusi 

 
Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah sesuai dengan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan 
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 
 

7. Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok yang diperlukan untuk menjalankan 
kegiatan usahanya dari instansi yang berwenang dan izin-izin tersebut sampai dengan 
tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku. 

 
8. Aspek ketenagakerjaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dimana dibidang ketenagakerjaan Perseroan telah 
memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku selama 2 (tahun), mengikutsertakan  
karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial 
Kesehatan, mengikutsertakan Karyawan pada Program Asuransi Kesehatan dan 
Program Dana Pensiun telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum 
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Propinsi (UMP) Tahun 2018 yang berlaku di daerah dimana Kantor Pusat Perseroan 
berada.   

 
9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki obligasi yang telah diterbitkan 

dan terutang kepada masyarakat yaitu Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia 
Tahap I Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap. 

 
10. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah 

ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta sampai dengan 
tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku, dan tidak terdapat negative 
covenant/pembatasan untuk mendapatkan Persetujuan dari kreditur dan/atau 
Pemberitahuan Tertulis kepada kreditur dalam hal Perseroan menerima pinjaman baru 
dan juga tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi, 
menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi, maupun membatasi hak-hak 
pemegang saham publik. 

 
Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Pihak Terafiliasi sebagaimana 
diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas merupakan Transaksi Afiliasi yang 
dikecualikan dari pemenuhan kewajiban yang dikenakan kepada Perusahaan yang 
melakukan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan 
Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1. 

 
11. Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami, baik Perseroan maupun masing-masing anggota 

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan 
anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi, tidak sedang 
terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, 
perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), 
perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 

12. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan publik dalam 
menyampaikan laporan-laporan berkala kepada instansi terkait maupun kepada OJK, 
khususnya untuk jenis-jenis laporan yang disebutkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa 
Keuangan No.6/SEOJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan 
Secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik. 

 
13.  Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta tetap berupa tanah 

dan/atau bangunan. Pemilikan harta kekayaan Perseroan berupa harta bergerak 
(kendaraan bermotor) telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut 
hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa serta tidak sedang 
dijaminkan kepada pihak ketiga dan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya 
memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang 
dipertanggungkan.  

 
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan memiliki penyertaan saham yang 

dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku pada (i) PT MNC Asset Management (“MNCAM”) 
dengan presentase sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 
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Propinsi (UMP) Tahun 2018 yang berlaku di daerah dimana Kantor Pusat Perseroan 
berada.   
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khususnya untuk jenis-jenis laporan yang disebutkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa 
Keuangan No.6/SEOJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan 
Secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik. 

 
13.  Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta tetap berupa tanah 

dan/atau bangunan. Pemilikan harta kekayaan Perseroan berupa harta bergerak 
(kendaraan bermotor) telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut 
hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa serta tidak sedang 
dijaminkan kepada pihak ketiga dan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya 
memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang 
dipertanggungkan.  

 
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan memiliki penyertaan saham yang 

dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku pada (i) PT MNC Asset Management (“MNCAM”) 
dengan presentase sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan 
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persen); (ii) PT MNC Sekuritas (“MNCS”) dengan presentase sebesar 99,99% 
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); (iii) PT MNC Finance 
(“MNCF”) dengan presentase sebesar  99,999% (sembilan puluh sembilan koma 
sembilan sembilan sembilanpersen); (iv) PT MNC Life Assurance (“MNCLA”) dengan 
presentase sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen); 
(v) PT MNC Asuransi Indonesia (“MNCAI”) dengan presentase sebesar 99,98% 
(sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen); (vi) PT MNC Guna Usaha 
Indonesia (“MNCGUI”) dengan presentase sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan 
koma sembilan sembilan persen) dan (vii) PT Bank MNC Internasional Tbk  (“Bank 
MNC”) dengan presentase sebesar 41,43% (empat puluh satu koma empat tiga persen); 
(viii) PT Medan Nusantara Propertindo (“MDNP”) dengan presentase sebesar 99,92% 
(sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (ix) PT Riau Nusantara 
Propertindo (“RINP”) dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan 
koma sembilan dua persen); (x) PT Bandung Nusantara Propertindo (“BDNP”) dengan 
presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (xi) 
PT Semarang Nusantara Propertindo (“SGNP”) dengan presentase sebesar 99,92% 
(sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (xii) PT Makassar Nusantara 
Propertindo (“MKNP”) dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan 
koma sembilan dua persen); (xiii) PT Jakarta Nusantara Propertindo (“JKNP”) dengan 
presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (xiv) 
PT Surabaya Nusantara Propertindo (“SBNP”) dengan presentase sebesar 99,92% 
(sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (xv) PT Palembang Nusantara 
Propertindo (“PLNP”) dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan 
koma sembilan dua persen); (xvi) PT Yogyakarta Nusantara Propertindo (“YKNP”) 
dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua 
persen); 
 
PT MNC Asset Management (“MNCAM”) 
 
MNCAM yang didirikan dengan nama “PT Bhakti Asset Management” yang kemudian 
berubah menjadi PT MNC Asset Management berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham di Luar Rapat No.48 tanggal 30 November 2010, dibuat dihadapan 
Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan 
Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCAM telah dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang 
Saham Diluar Rapat No.07 tanggal 30 Desember 2015, dibuat dihadapan Sendy 
Yudhawan, S.H.,M.Kn Notaris di Tangerang yang telah mendapat persetujuan dari 
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
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No.AHU-0002123.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Januari 2016, struktur permodalan 
dan susunan pemegang saham MNCAM adalah sebagai berikut : 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 (SERIBU RUPIAH) 
PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 100.000.000 100.000.000.000,00 
Modal Ditempatkan 26.260.000 26.260.000.000,00 
Modal Disetor 26.260.000 26.260.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 73.740.000 73.740.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 

PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia 26.257.500 26.257.500.000,00 99,99 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk. 

2.500 2.500.000,00 0,01 

Jumlah 26.260.000 26.260.000.000,00 100,00 

Riwayat struktur permodalan MNCAM baik yang mengenai peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCAM dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah melakukan penyertaan di MNCAM 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Diluar Rapat No.20 tanggal 26 September 2017, dibuat di hadapan 
Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Depok, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-
AH.01.03-0174960 Tanggal 27 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor.AHU-0120021.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 27 September 2017, 
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM adalah sebagai berikut : 

Direksi: 
Direktur Utama  : Frery Kojongian 
Direktur   : Yong Julia 
Direktur   : Suwito Haryatno 
Direktur   : Febriyani Sjofjan 

Dewan Komisaris: 
Komisaris Utama : Wito Mailoa 
Komisaris  : Totok Sugiharto 
Komisaris  : Stien Maria Schouten 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCAM dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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No.AHU-0002123.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Januari 2016, struktur permodalan 
dan susunan pemegang saham MNCAM adalah sebagai berikut : 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 (SERIBU RUPIAH) 
PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 100.000.000 100.000.000.000,00 
Modal Ditempatkan 26.260.000 26.260.000.000,00 
Modal Disetor 26.260.000 26.260.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 73.740.000 73.740.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 

PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia 26.257.500 26.257.500.000,00 99,99 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk. 

2.500 2.500.000,00 0,01 

Jumlah 26.260.000 26.260.000.000,00 100,00 

Riwayat struktur permodalan MNCAM baik yang mengenai peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCAM dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah melakukan penyertaan di MNCAM 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Diluar Rapat No.20 tanggal 26 September 2017, dibuat di hadapan 
Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Depok, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-
AH.01.03-0174960 Tanggal 27 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan Nomor.AHU-0120021.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 27 September 2017, 
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM adalah sebagai berikut : 

Direksi: 
Direktur Utama  : Frery Kojongian 
Direktur   : Yong Julia 
Direktur   : Suwito Haryatno 
Direktur   : Febriyani Sjofjan 

Dewan Komisaris: 
Komisaris Utama : Wito Mailoa 
Komisaris  : Totok Sugiharto 
Komisaris  : Stien Maria Schouten 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCAM dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
JUSUF INDRADEWA & PARTNERS                           
Legal Consultants                                                                              
 
028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18 
  

 

13 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.44 tanggal 7 Agustus 
2008, dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-05450.AH.01.02.TH.2009 
tanggal 27 Februari 2009, maksud dan tujuan MNCAM ialah berusaha dan bergerak 
dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun instansi dalam 
arti yang seluas-luasnya. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCAM tidak memiliki dan/atau 
menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan. MNCAM memiliki 
kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah 
menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset 
material MNCAI telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk 
mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan. 
 
MNCAM tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
Perjanjian yang dibuat oleh MNCAM dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan 
usaha MNCAM telah ditandatangani secara sah oleh MNCAM dan mengikat MNCAM 
dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi 
Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-
hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT MNC Sekuritas (“MNCS”) 

MNCS yang didirikan dengan nama “PT Bhakti Securities” yang telah berganti nama 
menjadi PT MNC Securities berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham 
Perubahan Anggaran Dasar No.4 tanggal 5 Agustus 2008, dibuat dihadapan Wahyu 
Nurani, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian diubah namanya menjadi PT MNC 
Sekuritas (“MNCS”) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang 
Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC 
Securities No. 17 tanggal 22 Maret 2017, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di 
Jakarta adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum 
ini perijinan tersebut masih berlaku. 
 
Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCS telah dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. 



160

 
JUSUF INDRADEWA & PARTNERS                           
Legal Consultants                                                                              
 
028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18 
  

 

14 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham PT MNC Securities No. 8 tanggal 17 November 2016 (“Akta No. 08 
tanggal 17 November 2016”), dibuat dihadapan Sendy Yudhawan, S.H., Mk.n, Notaris 
di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.03-0100208 Tahun 2016, tanggal 18 November 2016 dan 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137719.AH.01.11 Tahun 2016, tanggal 
18 November 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCS adalah 
sebagai berikut: 

Permodalan Nilai Nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) per 
Saham 

Saham Rupiah 

Modal Dasar 1.000.000.000 100.000.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan  350.000.000 350.000.000.000,- 
Modal Disetor  350.000.000 350.000.000.000,- 

Sisa Saham Dalam Portepel  
Rp. 650.000.000 

 
Rp. 650.000.000.000 

 
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) per 

Saham 
Saham Rupiah % 

PT. MNC Kapital Indonesia 
Tbk 

349.998.000 349.998.000.000 99,99 

Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

2.000 2.000.000.,- 0.01  

Total 350.000.000 350.000.000.000 100 

Riwayat struktur permodalan MNCS baik yang mengenai peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCS dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler 
Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa PT MNC Sekuritas No. 3 tanggal 1 Maret 2018 (“Akta No. 3 tanggal 1 Maret 
2018”), dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan 
tentang perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0090261 
Tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0029617.AH.01.11 Tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018, susunan anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris MNCS adalah sebagai berikut:  

 
Direksi  
Direktur Utama : Susy Meilina 
Direktur : Dadang Suryanto 
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Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham PT MNC Securities No. 8 tanggal 17 November 2016 (“Akta No. 08 
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Tbk 

349.998.000 349.998.000.000 99,99 

Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

2.000 2.000.000.,- 0.01  

Total 350.000.000 350.000.000.000 100 

Riwayat struktur permodalan MNCS baik yang mengenai peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCS dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler 
Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa PT MNC Sekuritas No. 3 tanggal 1 Maret 2018 (“Akta No. 3 tanggal 1 Maret 
2018”), dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan 
tentang perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0090261 
Tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0029617.AH.01.11 Tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018, susunan anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris MNCS adalah sebagai berikut:  

 
Direksi  
Direktur Utama : Susy Meilina 
Direktur : Dadang Suryanto 
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Direktur : Fifi Virgantria 
Direktur  : Marlina 
 
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo 
Komisaris : Agustinus Wishnu Handoyono 
Komisaris Independen : Christ Soepontjo 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCS tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCS dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar 
No.4 tanggal 5 Agustus 2008, dibuat dihadapan Wahyu Nurani, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-76905.AH.01.02.Tahun 2008 
tanggal 23 Oktober 2008, maksud dan tujuan MNCS ialah bergerak dalam bidang 
Perusahaan Efek. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCS tidak memiliki dan/atau 
menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, MNCS memiliki 
kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah 
menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset 
material MNCS telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk 
mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCS telah memiliki perizinan yang 
masih berlaku untuk melaksanakan kegiatan usahanya termasuk dibidang 
ketenagakerjaan, MNCS belum memberikan bukti telah mendaftarkan karyawannya 
pada BPJS Ketenagakerjaan beserta dengan bukti-bukti pembayaran iurannya. Terhadap 
belum adanya pendaftaran BPJS Kesehatan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) 
menyatakan bahwa setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan akan dikenakan 
sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, atau tidak mendapatkan pelayanan 
publik tertentu. MNCS juga belum memiliki Peraturan Perusahaan yang baru dan masih 
masih memakai Peraturan Perusahaan yang lama. 
 
MNCS tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCS dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
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Perjanjian yang dibuat oleh MNCS dengan pihak ketiga baik sehubungan dengan 
kegiatan usaha ataupun perjanjian kredit dengan Bank telah ditandatangani secara sah 
oleh MNCS dan mengikat MNCS dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT MNC Finance (“MNCF”) 

MNCF yang didirikan dengan nama “PT Citra International Finance & Investment 
Corporation” yang telah melakukan perubahan nama menjadi PT Bhakti Finance 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No 48 tanggal 10 
November 2003, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH sebagai pengganti dari Sutjipto, 
SH., Notaris di Jakarta Selatan dan berganti menjadi PT MNC Finance berdasarkan 
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Di Luar Rapat) No.5 tanggal 10 
Desember 2010, dibuat dihadapan Meiyane Halimatussyadiah, S.H., Notaris di Jakarta 
adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan 
secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan 
telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan 
usahanya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih 
berlaku, kecuali untuk Surat Keterangan Domisili/SITU/HO Cabang baik yang telah 
habis masa berlakunya maupun yang belum diberikan kepada kami yaitu untuk kantor 
cabang Tangerang City, Bekasi II Cikarang, Cirebon, Malang, Yogyakarta, Pekanbaru, 
Metro Lampung, Potianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Singkawang, Manado dan 
Tanda Daftar Perusahaan untuk kantor cabang Jakarta, Bogor, Bandung, Purwokerto, 
Serang, Yogyakarta, Karawang, Metro Lampung, Pringsewu, Tulang Bawang, 
Pontianak, Palangkaraya, Singkawang. 
 
Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCF telah dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT 
MNC Finance No. 36 tanggal 23 Desember 2015, dibuat dihadapan Gamal Wahidin, 
S.H., Notaris di Jakarta yang telah, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya 
No. AHU-0949023.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  No. AHU-
AH.01.03-0991957 tanggal 29 Desember 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-3599301.AH.01.11 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham MNCF adalah sebagai berikut:  
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Perjanjian yang dibuat oleh MNCS dengan pihak ketiga baik sehubungan dengan 
kegiatan usaha ataupun perjanjian kredit dengan Bank telah ditandatangani secara sah 
oleh MNCS dan mengikat MNCS dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT MNC Finance (“MNCF”) 

MNCF yang didirikan dengan nama “PT Citra International Finance & Investment 
Corporation” yang telah melakukan perubahan nama menjadi PT Bhakti Finance 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No 48 tanggal 10 
November 2003, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH sebagai pengganti dari Sutjipto, 
SH., Notaris di Jakarta Selatan dan berganti menjadi PT MNC Finance berdasarkan 
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Di Luar Rapat) No.5 tanggal 10 
Desember 2010, dibuat dihadapan Meiyane Halimatussyadiah, S.H., Notaris di Jakarta 
adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan 
secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan 
telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan 
usahanya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih 
berlaku, kecuali untuk Surat Keterangan Domisili/SITU/HO Cabang baik yang telah 
habis masa berlakunya maupun yang belum diberikan kepada kami yaitu untuk kantor 
cabang Tangerang City, Bekasi II Cikarang, Cirebon, Malang, Yogyakarta, Pekanbaru, 
Metro Lampung, Potianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Singkawang, Manado dan 
Tanda Daftar Perusahaan untuk kantor cabang Jakarta, Bogor, Bandung, Purwokerto, 
Serang, Yogyakarta, Karawang, Metro Lampung, Pringsewu, Tulang Bawang, 
Pontianak, Palangkaraya, Singkawang. 
 
Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCF telah dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT 
MNC Finance No. 36 tanggal 23 Desember 2015, dibuat dihadapan Gamal Wahidin, 
S.H., Notaris di Jakarta yang telah, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya 
No. AHU-0949023.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  No. AHU-
AH.01.03-0991957 tanggal 29 Desember 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-3599301.AH.01.11 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham MNCF adalah sebagai berikut:  
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Permodalan Nilai Nominal Rp. 1.000.000 (satujuta 
rupiah) per Saham 

Saham Rupiah 

Modal Dasar 1.900.000 1.900.000.000.000,-  
Modal Ditempatkan  476.000 476.000.000.000,- 
Modal Disetor  476.000 476.000.000.000,- 

Sisa Saham Dalam Portepel  
Rp. 1.424.000 

 
Rp. 1.424.000.000.000 

 
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp. 1.000.000 (satu juta 

rupiah) per Saham 
Saham Rupiah % 

PT. MNC Kapital Indonesia 
Tbk 

475.993 475.993.000.000,- 99.999% 

Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

7 7.000.000.,- 0.001 % 

Total 476.000 476.000.000.000,-  100% 

 
Riwayat struktur permodalan MNCF baik yang mengenai peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCF dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang 
Saham PT MNC Finance No. 15 tanggal 18 Desember 2017, dibuat dihadapan Indrasari 
Kresnadjadja, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan  No. AHU-AH.01.03-0202415 
tanggal 19 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0161361.AH.01.11 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, susunan anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris MNCF adalah sebagai berikut : 
 
Direksi   
Direktur Utama  : Suhendra Lie 
Direktur  : Erwin Sugianto 
Direktur : Tjahjo Watjono 
Direktur  : Suryadi 
 
Dewan Komisaris    
Komisaris    : Totok Sugiharto 
Komisaris Independen  : Alex Tangyong 
  
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCF tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCF dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT MNC Finance No. 37 
tanggal 17 November 2015, dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., MK.n, 
Notaris di Jakarta Utara yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri 
Hukum Dan HAM Republik Indonesia No. AHU.0946231.AH.01.02 Tahun 2015 
tanggal 18 November 2015, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0981258 tanggal 18 November 2015, 
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3581448.AH.01.11 Tahun 2015, 
tanggal 18 November 2015, maksud dan tujuan MNCF adalah berusaha dalam bidang 
Lembaga Keuangan Bukan Bank (Lembaga Pembiayaan). 
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCF memiliki harta kekayaan berupa 
tanah dan memiliki dan menguasai kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan 
dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak 
sedang dalam sengketa. Asset material MNCF telah diasuransikan dan jumlah 
pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup 
resiko yang dipertanggungkan. 
 
MNCF telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk 
diantaranya BPJS Ketenagakerjaan akan tetapi terdapat kewajiban kantor cabang terkait 
pelaporan Wajib Lapor Ketegakerjaan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum 
ini masih belum diberikan yaitu untuk kantor cabang Tangerang City, Palangkaraya dan 
Singkawang. 
 
MNCF tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja 
kecuali untuk (i) Perkara No. 21/SK/PTUN-SRG tanggal gugatan 19 Desember 2016 di 
PTUN Serang antara Diddy Hermawan selaku Penggugat melawan Kantor Pertanahan 
Kota Tangerang Selatan dan MNCF sebagai Pihak Intervensi selaku Tergugat; (ii) 
Perkara Nomor 53/Pdt.G/2017.PN. Kwg tanggal gugatan 25 September 2017 di 
Pengadilan Negeri Karawang antara Olah selaku Penggugat dan MNCF selaku 
Tergugat; (iii) Perkara Nomor 310/PDT.G/2018/PA.Krw tanggal gugatan 22 Januari 
2018 di Pengadilan Agama Karawang antara Ade Komar selaku Penggugat melawan 
MNCF selaku Tergugat; (iv) Perkara No.121/Pdt.G/2017/PN.8jm tanggal 18 Desember 
2017 di Pengadilan Negeri Banjarmasin antara Muhammad Husni Mubarak selaku 
Penggugat melawan MNCF selaku Tergugat. 
 
Kami berpendapat bahwa perkara yang sedang dihadapi MNCF tersebut berdasarkan 
substansi gugatan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan/material terhadap 
kelangsungan usaha MNCF. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCF dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
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Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT MNC Finance No. 37 
tanggal 17 November 2015, dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., MK.n, 
Notaris di Jakarta Utara yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri 
Hukum Dan HAM Republik Indonesia No. AHU.0946231.AH.01.02 Tahun 2015 
tanggal 18 November 2015, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0981258 tanggal 18 November 2015, 
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3581448.AH.01.11 Tahun 2015, 
tanggal 18 November 2015, maksud dan tujuan MNCF adalah berusaha dalam bidang 
Lembaga Keuangan Bukan Bank (Lembaga Pembiayaan). 
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCF memiliki harta kekayaan berupa 
tanah dan memiliki dan menguasai kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan 
dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak 
sedang dalam sengketa. Asset material MNCF telah diasuransikan dan jumlah 
pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup 
resiko yang dipertanggungkan. 
 
MNCF telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk 
diantaranya BPJS Ketenagakerjaan akan tetapi terdapat kewajiban kantor cabang terkait 
pelaporan Wajib Lapor Ketegakerjaan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum 
ini masih belum diberikan yaitu untuk kantor cabang Tangerang City, Palangkaraya dan 
Singkawang. 
 
MNCF tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja 
kecuali untuk (i) Perkara No. 21/SK/PTUN-SRG tanggal gugatan 19 Desember 2016 di 
PTUN Serang antara Diddy Hermawan selaku Penggugat melawan Kantor Pertanahan 
Kota Tangerang Selatan dan MNCF sebagai Pihak Intervensi selaku Tergugat; (ii) 
Perkara Nomor 53/Pdt.G/2017.PN. Kwg tanggal gugatan 25 September 2017 di 
Pengadilan Negeri Karawang antara Olah selaku Penggugat dan MNCF selaku 
Tergugat; (iii) Perkara Nomor 310/PDT.G/2018/PA.Krw tanggal gugatan 22 Januari 
2018 di Pengadilan Agama Karawang antara Ade Komar selaku Penggugat melawan 
MNCF selaku Tergugat; (iv) Perkara No.121/Pdt.G/2017/PN.8jm tanggal 18 Desember 
2017 di Pengadilan Negeri Banjarmasin antara Muhammad Husni Mubarak selaku 
Penggugat melawan MNCF selaku Tergugat. 
 
Kami berpendapat bahwa perkara yang sedang dihadapi MNCF tersebut berdasarkan 
substansi gugatan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan/material terhadap 
kelangsungan usaha MNCF. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCF dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
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arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh MNCF dengan pihak ketiga baik sehubungan dengan 
kegiatan usaha dan perjanjian kredit dengan Bank telah ditandatangani secara sah oleh 
MNCF dan mengikat MNCF dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT MNC Life Assurance (“MNCLA”) 

MNCLA yang didirikan dengan nama “PT Sugih Citra” yang kemudian pada tahun 
2010 diubah namanya  menjadi PT MNC Life Assurance (“MNCLA”) berdasarkan 
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 81 tanggal 5 
November 2010, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di 
Jakarta Utara adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku kecuali untuk bidang ketenagakerjaan, MNCLA belum 
melaksanakan perpanjangan Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang wajib didaftarkan 
kembali pada tanggal 25 Juni 2016 dan MNCLA belum memberikan bukti pembayaran 
iuran BPJS Kesehatan. Terkait dengan kantor pemasaran MNCLA juga terdapat izin 
domisili yang belum diperpanjang yaitu Tangerang, Solo dan Tabanan. 

 
Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCLA telah dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegan Saham Di Luar Rapat MNCLA No. 31 tanggal 29 Desember 2017, dibuat 
dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0036540 tanggal 25 
Januari 2018, Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010584.AH.01.11.Tahun 
2018 tanggal 25 Januari 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
MNCLA adalah sebagai berikut:  

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp.1.000,00  
(SERIBU RUPIAH)  PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 486.108.108   486.108.108.000,00 
Modal Ditempatkan 267.197.027   267.197.027.000,00 
Modal Disetor 267.197.027   267.197.027.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 218.911.081   218.911.081.000,00 
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PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 

PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 267.146.500 267.146.500.000,00 99,98 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

50.527 50.527.000,00 0,02 

Jumlah 267.197.027 267.197.027.000,00 100,00 
 

Riwayat struktur permodalan MNCLA baik yang mengenai peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCLA dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat MNCLA No. 30 tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat 
dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.03-0134452 tanggal 04 April 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 
AHU-0047296.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 04 April 2018, sehingga susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris MNCLA adalah sebagai berikut:  
 
Direksi : 
Direksi Utama  : Ogan Irfan Darmawulan 
Direktur   : Aldi Rinaldi 
Direktur   : Lilis Syamsudin 
 
Dewan Komisaris: 
Presiden Komisaris : Bima Aranta 
Komisaris  : Totok Sugiharto 
Komisaris Independen : Bambang Prayogo 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCLA tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCLA dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.76 tanggal 14 
Maret 2008, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-19558.AH.01.02.Tahun 
2008 tanggal 18 April 2008, maksud dan tujuan MNCLA ialah berusaha dalam bidang 
asuransi jiwa.  
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCLA tidak memiliki dan/atau 
menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, MNCLA memiliki 
kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah 
menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset 
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PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 

PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 267.146.500 267.146.500.000,00 99,98 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

50.527 50.527.000,00 0,02 

Jumlah 267.197.027 267.197.027.000,00 100,00 
 

Riwayat struktur permodalan MNCLA baik yang mengenai peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCLA dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat MNCLA No. 30 tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat 
dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.03-0134452 tanggal 04 April 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 
AHU-0047296.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 04 April 2018, sehingga susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris MNCLA adalah sebagai berikut:  
 
Direksi : 
Direksi Utama  : Ogan Irfan Darmawulan 
Direktur   : Aldi Rinaldi 
Direktur   : Lilis Syamsudin 
 
Dewan Komisaris: 
Presiden Komisaris : Bima Aranta 
Komisaris  : Totok Sugiharto 
Komisaris Independen : Bambang Prayogo 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCLA tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCLA dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.76 tanggal 14 
Maret 2008, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-19558.AH.01.02.Tahun 
2008 tanggal 18 April 2008, maksud dan tujuan MNCLA ialah berusaha dalam bidang 
asuransi jiwa.  
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCLA tidak memiliki dan/atau 
menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, MNCLA memiliki 
kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah 
menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset 
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material MNCLA telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk 
mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan. 
 
MNCLA tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCLA dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Perjanjian yang dibuat oleh MNCLA dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara 
sah oleh MNCLA dan mengikat MNCLA dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan 
dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang 
pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT MNC Asuransi Indonesia (“MNCAI”) 

MNCAI yang didirikan pada tahun 1987 dengan nama “PT Asuransi Jamindo Pusaka” 
yang kemudian merubah nama menjadi PT Jamindo General Insurance berdasarkan 
Akta Berita Acara Rapat PT. Asuransi Jamindo Pusaka No.31 tanggal 26 Oktober 2004, 
dibuat oleh Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian merubah nama 
menjadi PT MNC Asuransi Indonesia berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jamindo General Insurance No.195 tanggal 20 
Desember 2011, dibuat oleh Humberg Lie, S.H.,S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara 
adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan 
secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan 
telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan 
usahanya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih 
berlaku.  

 
Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCAI telah dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Penyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat MNCAI No.18 tanggal 28 Februari 2017 jo. Akta 
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat MNCAI No. 10 tanggal 
14 September 2017, dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota 
Depok, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan 
Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MNCAI No.AHU-
0019139.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 dan didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No.AHU-0115924.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 September 2017, 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCAI adalah sebagai berikut : 
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PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL RP 5.000.000,00  
(LIMA JUTA RUPIAH) PER SAHAM 
SAHAM RUPIAH 

Modal Dasar 65.200       326.000.000.000,00 
Modal Ditempatkan 34.888 174.440.000.000,00 
Modal Disetor 34.888 174.440.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 30.312 151.560.000.000,00 

 
 PEMEGANG SAHAM NILAI NOMINAL RP 5.000.000,00  

(LIMA JUTA RUPIAH) PER SAHAM 
SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 34.880 174.400.000.000,00     99,98 
Koperasi Karyawan PT. Bhakti 
Investama Tbk 

8     40.000.000,00       0,02 

Jumlah 34.888 174.440.000.000,00   100,00 
 
Riwayat struktur permodalan MNCAI baik yang mengenai peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCAI dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat No.15 tanggal 16 Agustus 2016, yang telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan No.AHU-AH.01.03-0072582 tanggal 18 Agustus 2016 dan didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096035.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016 
jis. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat MNCAI No. 10 
tanggal 14 September 2017, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar 
Rapat No.20 tanggal 20 April 2018, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat 
Penerimaan Perubahaan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0162035 tanggal 24 April 
2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0058039.AH.01.11.Tahun 
2018 tanggal 24 April 2018,ketiganya dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., 
M.Kn., Notaris di Kota Depok, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAI 
adalah sebagai berikut: 

Direksi : 
Direktur Utama  : Sylvy Setiawan 
Direktur    : Suherman Budi Darmawan 
Direktur    : Rinawati 
Direktur    : Andre Franklin Sahelangi 
 
Dewan Komisaris : 
Komisaris Utama : Totok Sugiharto 
Komisaris Independen : Inkes Lukman 
Komisaris Independen : Kushindrarto 
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PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL RP 5.000.000,00  
(LIMA JUTA RUPIAH) PER SAHAM 
SAHAM RUPIAH 

Modal Dasar 65.200       326.000.000.000,00 
Modal Ditempatkan 34.888 174.440.000.000,00 
Modal Disetor 34.888 174.440.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 30.312 151.560.000.000,00 

 
 PEMEGANG SAHAM NILAI NOMINAL RP 5.000.000,00  

(LIMA JUTA RUPIAH) PER SAHAM 
SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 34.880 174.400.000.000,00     99,98 
Koperasi Karyawan PT. Bhakti 
Investama Tbk 

8     40.000.000,00       0,02 

Jumlah 34.888 174.440.000.000,00   100,00 
 
Riwayat struktur permodalan MNCAI baik yang mengenai peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCAI dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat No.15 tanggal 16 Agustus 2016, yang telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan No.AHU-AH.01.03-0072582 tanggal 18 Agustus 2016 dan didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096035.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016 
jis. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat MNCAI No. 10 
tanggal 14 September 2017, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar 
Rapat No.20 tanggal 20 April 2018, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat 
Penerimaan Perubahaan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0162035 tanggal 24 April 
2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0058039.AH.01.11.Tahun 
2018 tanggal 24 April 2018,ketiganya dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., 
M.Kn., Notaris di Kota Depok, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAI 
adalah sebagai berikut: 

Direksi : 
Direktur Utama  : Sylvy Setiawan 
Direktur    : Suherman Budi Darmawan 
Direktur    : Rinawati 
Direktur    : Andre Franklin Sahelangi 
 
Dewan Komisaris : 
Komisaris Utama : Totok Sugiharto 
Komisaris Independen : Inkes Lukman 
Komisaris Independen : Kushindrarto 
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Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAI tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCAI dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat 
MNCAI No. 10 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, 
S.H., M.Kn, Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran 
Dasar MNCAI No.AHU-0019139.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 September 2017, 
maksud dan tujuan MNCAI adalah berusaha dalam bidang Asuransi Umum. 
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCAI tidak memiliki dan/atau 
menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, MNCAI memiliki 
kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah 
menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset 
material MNCAI telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk 
mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan. 

 
MNCAI tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAI dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh MNCAI dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara 
sah oleh MNCAI dan mengikat MNCAI dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan 
dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang 
pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT MNC Guna Usaha Indonesia (“MNCGUI”) 

MNCGUI yang didirikan tahun 1993 dengan nama “PT Indo Leasing Perkasa” yang 
kemudian berganti nama menjadi PT MNC Guna Usaha Indonesia berdasarkan Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat MNCGUI No. 30 tanggal 04 Desember 2014, yang dibuat 
dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara adalah suatu badan 
hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang telah didirikan secara sah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-
ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, yang sampai 
dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku, kecuali Peraturan 
Perusahaan MNCGUI yang telah berakhir jangka waktunya tetapi secara hukum masih 
dapat dipergunakan sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Perusahaan yang baru, 
dan untuk Point Of Sales MNCGUI Denpasar dan Medan sampai dengan tanggal LPSH 
belum diserahkan kepada kami. 

 



170

 
JUSUF INDRADEWA & PARTNERS                           
Legal Consultants                                                                              
 
028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18 
  

 

24 

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCGUI telah dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian akta-akta perubahan Anggaran 
Dasar MNCGUI tersebut sampai saat ini belum diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler 
Para Pemegang Saham MNCGUI No. 20 tanggal 30 Oktober 2017, dibuat dihadapan 
Amastasia Dau, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah Mendapatkan persetujuan 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-0023417.AH.01.02.Tahun 2017 dan didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0141877.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 09 November 2017, 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCAI adalah sebagai berikut:  
 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp1.000.000,00 (SATU JUTA 
RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 748.000 748.000.000.000,00 
Modal Ditempatkan 187.000 187.000.000.000,00 
Modal Disetor 187.000 187.000.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 561.000 561.000.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp.1.000.000,00 

PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 186.999 186.999.000.000,00 99,99 
Kooperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 1.000.000,00 0,01 

Jumlah 187.000 187.000.000.000,00 100,00 

Riwayat struktur permodalan MNCGUI baik yang mengenai peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCGUI dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang 
Saham MNCGUI No. 25 tanggal 1 Maret 2018, dibuat dihadapan Henry, S.H.,M.Kn., 
Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0090832 tanggal 02 Maret 2018 dan 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029816.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 
02 Maret 2018, susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCGUI adalah 
sebagai berikut:  

Direksi 
  

Direktur : Yusnandi Liauw 
Direktur : Meita Lilisari 
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Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCGUI telah dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian akta-akta perubahan Anggaran 
Dasar MNCGUI tersebut sampai saat ini belum diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler 
Para Pemegang Saham MNCGUI No. 20 tanggal 30 Oktober 2017, dibuat dihadapan 
Amastasia Dau, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah Mendapatkan persetujuan 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-0023417.AH.01.02.Tahun 2017 dan didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0141877.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 09 November 2017, 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCAI adalah sebagai berikut:  
 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp1.000.000,00 (SATU JUTA 
RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 748.000 748.000.000.000,00 
Modal Ditempatkan 187.000 187.000.000.000,00 
Modal Disetor 187.000 187.000.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 561.000 561.000.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp.1.000.000,00 

PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 186.999 186.999.000.000,00 99,99 
Kooperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 1.000.000,00 0,01 

Jumlah 187.000 187.000.000.000,00 100,00 

Riwayat struktur permodalan MNCGUI baik yang mengenai peningkatan modal dasar, 
modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCGUI dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang 
Saham MNCGUI No. 25 tanggal 1 Maret 2018, dibuat dihadapan Henry, S.H.,M.Kn., 
Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0090832 tanggal 02 Maret 2018 dan 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029816.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 
02 Maret 2018, susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCGUI adalah 
sebagai berikut:  

Direksi 
  

Direktur : Yusnandi Liauw 
Direktur : Meita Lilisari 
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Direktur : Ir. Paulus Cholot Janala 
Dewan Komisaris   
Komisaris  : Totok Sugiharto 
Komisaris 
Independen 

: Erdie Suriaherdadi Manan 

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCGUI tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCGUI dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 42 
tanggal 05 Desember 2017, dibuat dihadapan Henry, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, 
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0199720 
tanggal 12 Desember 2017, dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0157547.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017, maksud dan tujuan 
MNCGUI adalah berusaha dalam bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank (Lembaga 
Pembiayaan). 
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCGUI tidak memiliki dan/atau 
menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, MNCGUI memiliki 
dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen 
kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam 
sengketa. Asset material MNCGUI telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya 
memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang 
dipertanggungkan. 

 
MNCGUI tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCGUI dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh MNCGUI dengan pihak ketiga baik sehubungan dengan 
kegiatan usaha dan perjanjian kredit telah ditandatangani secara sah oleh MNCGUI dan 
mengikat MNCGUI dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi 
penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi 
maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. Akan tetapi Perseroan 
memberikan Jaminan Korporasi/Corporate Guarantee sehubungan dengan Perjanjian 
Kredit dengan PT Bank Capital Indonesia Tbk. dengan jenis fasilitas pinjaman yaitu 
Pinjaman Aksep Money Market dengan plafond Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
Rupiah) 
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PT Bank MNC Internasional Tbk. (“Bank MNC”) 

Bank MNC yang didirikan dengan nama “PT Bank Bumiputera Indonesia” yang 
kemudian pada tahun 2014 diubah namanya menjadi PT Bank MNC Internasional Tbk 
(“Bank MNC”) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran 
Dasar PT ICB Bumiputera Tbk No. 57 tanggal 16 Juli 2014, yang dibuat dihadapan 
Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah suatu badan hukum 
yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-
ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, yang sampai 
dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku kecuali untuk 
Perjanjian Kerja Bersama yang belum diperbaharui akan tetapi secara hukum peraturan 
perusahaan yang telah berakhir masa berlakunya tetap berlaku sampai 
ditandatanganinya perjanjian kerja bersama atau disahkannya peraturan perusahaan 
yang baru. 

 
Bank MNC juga telah memperoleh ijin-ijin yang terkait dengan Kantor Cabang (KC), 
Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Cabang Pembantu Mikro (KCP Mikro), 
Kantor Kas (KK), Kantor Kas Mikro (KK Mikro), dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 
dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
masih berlaku, kecuali beberapa KC, KCP, KCP Mikro, KK, KK Mikro, dan ATM 
yang sedang dalam proses perpanjangan/permohonan baru, yaitu: 
a.  SKD untuk KCP Pluit, KCP Tanjung Duren, KCP Wisma Bumiputera, KK Bekasi 

SNK, KCP Alam Sutra dan KK Depok. 
b. TDP untuk KCP Glodok Plaza, KCP Pluit, KCP Tanjung Duren, KCP Alam Sutera, 

KK Depok, KC Balikpapan. 
 
Perubahan-perubahan Anggaran Dasar Bank MNC telah dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 
Perubahan Anggaran Dasar Bank MNC Nomor 64 tanggal 20 Desember 2017, dibuat 
dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata 
dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-
0205497  tanggal 27 Desember 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0165465.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017, struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham Bank MNC adalah sebagai berikut : 
 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp.100,00 (SERATUS 
RUPIAH) 

PER SAHAM 
SAHAM RUPIAH 

Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000,00 
Modal Ditempatkan 21.261.473.347 2.126.147.334.700,00 
Modal Disetor 21.261.473.347 2.126.147.334.700,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 38.738.526.653 3.873.852.665.300,00 
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Bank MNC yang didirikan dengan nama “PT Bank Bumiputera Indonesia” yang 
kemudian pada tahun 2014 diubah namanya menjadi PT Bank MNC Internasional Tbk 
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PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp.100,00 (SERATUS 
RUPIAH) 
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PEMEGANG SAHAM 

NILAI NOMINAL Rp.100,00 
PER SAHAM 

 SAHAM RUPIAH % 
PT MNC Kapital Indonesia Tbk. 8.809.678.241 880.967.824.100,00 41,43 
Marco Prince Corp 2.654.374.881 265.437.488.100,00 12,48 
Masyarakat (dibawah 5%) 9.797.420.225 979.742.022.500,00 46,09 

Jumlah 21.261.473.347 2.126.147.334.700,00 100,00 
 

Riwayat struktur permodalan Bank MNC baik yang mengenai peningkatan modal 
dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank MNC dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 01 September 2016 , 
yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang 
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sebagaimana ternyata dalam dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0077217 tanggal 02 September 2016 
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103051.AH.01.11 Tahun 2016 
tanggal 02 September 2016 Jo. Surat Pernyataan Bank MNC No. 
392/MNCB/DIR/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017susunan anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris Bank MNC adalah sebagai berikut:  
 
Direksi: 
Presiden Direktur  : Benny Purnomo 
Direktur    : Nerfita Primasari 
Direktur Independen  : Raden Widiatma Bunarto 
Direktur Fungsi Kepatuhan : Chisca Mirawati 
 
Komisaris: 
Presiden Komisaris merangkap 
Komisaris Independen  : Purnadi Harjono 
Komisaris Independen  : Eko Budi Supriyanto 
Komisaris Independen  : Ir. Rusli Witjahjono 

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank MNC tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Bank MNC dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPST No.7 tanggal 17 April 2009 yang 
dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH. LL.M, Notaris di Jakarta, yang 
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 
No.AHU-22959.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009 dan didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0029405.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Mei 
2009, maksud dan tujuan Bank MNC adalah berusaha dalam bidang bank umum. 
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Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Bank MNC tidak memiliki dan/atau 
menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan. Bank MNC memiliki 
kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah 
menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset 
material Bank MNC telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk 
mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan. 

 
Bank MNC tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata 
usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban 
pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan 
hubungan kerja selain daripada 26 (dua puluh enam) perkara yang dihadapi dan kami 
berpendapat bahwa perkara yang sedang dihadapi Bank MNC tersebut berdasarkan 
substansi gugatan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan/material terhadap 
kelangsungan usaha Bank MNC. 
  
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank MNC dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh Bank MNC dengan pihak ketiga sehubungan kegiatan 
usaha Bank MNC telah ditandatangani secara sah oleh Bank MNC dan mengikat Bank 
MNC dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan 
obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun 
membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT Medan Nusantara Propertindo (“MDNP”) 

MDNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, MDNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
03 tanggal 05 Agustus 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium 
Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No.AHU-0035136.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No.AHU-0091709.AH.01.11.Tahun 2016  tanggal 08 Agustus 2016 
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89, struktur permodalan 
dan susunan pemegang saham MDNP adalah sebagai berikut: 
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Pada tanggal Pendapat Hukum ini, MDNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
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PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU 

RUPIAH) PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.249 124.900.000 99,92 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 100.000 0,08 

Jumlah 1.250 125.000.000 100,00 
    

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat MDNP No. 15 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di 
hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-
AH.01.03-0079208 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0025755.AH.01.11.2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris MDNP adalah sebagai berikut : 

Direksi 
Direktur   : Totok Sugiharto 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris  : Wito Mailoa 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDNP tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MDNP dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pendirian MNDP, maksud dan tujuan MDNP ialah dalam bidang 
perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MDNP memiliki harta tetap berupa tanah 
dan bangunan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses 
penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan. MDNP tidak memiliki harta bergerak 
berupa kendaraan bermotor. MNDP tidak memiliki asuransi terhadap harta berupa 
tanah dan bangunan tersebut. 
 
MDNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
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Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDNP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh MDNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah 
oleh MDNP dan mengikat MDNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT Riau Nusantara Propertindo (“RINP”) 

RINP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RINP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
05 tanggal 5 Agustus 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium Lantu, 
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 
AHU-0035164.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016, didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan Nomor AHU-0091778.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016 
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 8 November 
2011, Tambahan No.77947, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RINP 
adalah sebagai berikut: 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 
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Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDNP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh MDNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah 
oleh MDNP dan mengikat MDNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT Riau Nusantara Propertindo (“RINP”) 

RINP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RINP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
05 tanggal 5 Agustus 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium Lantu, 
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 
AHU-0035164.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016, didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan Nomor AHU-0091778.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016 
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 8 November 
2011, Tambahan No.77947, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RINP 
adalah sebagai berikut: 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 
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PEMEGANG SAHAM 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU 
RUPIAH) PER SAHAM 

 SAHAM RUPIAH % 
PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.249 124.900.000 99,92 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 100.000 0,08 

Jumlah 1.250 125.000.000 100,00 
    

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
05 tanggal 5 Agustus 2016 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Di 
Luar Rapat No.16 tanggal 25 Oktober 2016 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat No.14 tanggal 19 Februari 2018, ketiganya dibuat 
dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 
Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079202 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No.AHU-0025754.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 
2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RINP adalah sebagai berikut : 

Direksi 
Direktur   : Totok Sugiharto 
 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris  : Wito Mailoa 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris RINP tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar RINP dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pendirian RINP, maksud dan tujuan RINP ialah dalam bidang 
perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, RINP memiliki harta kekayaan berupa 
tanah yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum 
dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. RINP tidak memiliki harta 
kekayaan berupa kendaraan bermotor. RINP menjaminkan asset tanah dan bangunan 
yang dimilikinya sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh PT MNC 
Finance dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.71 
tanggal 12 Oktober 2016, dibuat dihadapan Riri Liestia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota 
Pekanbaru. RINP tidak memiliki asuransi terhadap harta berupa tanah tersebut. 
 
RINP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
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Anggota Direksi dan Dewan Komisaris RINP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh RINP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah 
oleh RINP dan mengikat RINP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT Bandung Nusantara Propertindo (“BDNP”) 

BDNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, BDNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
06 tanggal 5 Agustus 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium Lantu, 
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No 
No.AHU-0035171.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No.AHU-0091796.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham MKNP adalah sebagai berikut: 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 
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Anggota Direksi dan Dewan Komisaris RINP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh RINP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah 
oleh RINP dan mengikat RINP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT Bandung Nusantara Propertindo (“BDNP”) 

BDNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, BDNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
06 tanggal 5 Agustus 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium Lantu, 
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No 
No.AHU-0035171.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No.AHU-0091796.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham MKNP adalah sebagai berikut: 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 
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PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU 

RUPIAH) PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.249 124.900.000,00 99,92 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 100.000,00 0,08 

Jumlah 1.250 125.000.000 100,00 
    

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat BDNP No. 16 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di 
hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-
AH.01.03-0079212 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0025756.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris BDNP adalah sebagai berikut : 

Direksi 
Direktur   : Totok Sugiharto 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris  : Wito Mailoa 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BDNP tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar BDNP dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pendirian BDNP, maksud dan tujuan BDNP ialah dalam bidang 
perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, BDNP tidak memiliki harta baik bergerak 
maupun tetap berupa tanah dan bangunan.   
 
BDNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BDNP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh BDNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah 
oleh BDNP dan mengikat BDNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
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menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT Semarang Nusantara Propertindo (“SGNP”) 

SGNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SGNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar.  

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
07 tanggal 5 Agustus 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium Lantu, 
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 
AHU-0035177.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0091809.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham SGNP adalah sebagai berikut: 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU 

RUPIAH) PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.249 124.900.000 99,92 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 100.000 0,08 

Jumlah 1.250 125.000.000 100,00 
    

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat SGNP No. 12 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di 
hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.03-0079190 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-0025748.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris SGNP adalah sebagai berikut : 
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menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT Semarang Nusantara Propertindo (“SGNP”) 

SGNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SGNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar.  

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
07 tanggal 5 Agustus 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium Lantu, 
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 
AHU-0035177.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0091809.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham SGNP adalah sebagai berikut: 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU 

RUPIAH) PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.249 124.900.000 99,92 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 100.000 0,08 

Jumlah 1.250 125.000.000 100,00 
    

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat SGNP No. 12 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di 
hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.03-0079190 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-0025748.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris SGNP adalah sebagai berikut : 
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Direksi 
Direktur   : Totok Sugiharto 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris  : Wito Mailoa 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SGNP tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar SGNP dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pendirian SGNP, maksud dan tujuan SGNP ialah dalam bidang 
perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, SGNP tidak memiliki harta baik bergerak 
maupun tetap berupa tanah dan bangunan.   
 
SGNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris SGNP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

PT Makassar Nusantara Propertindo (“MKNP”) 

MKNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, MKNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
04 tanggal 5 Agustus 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium Lantu, 
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-
0035158.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016, didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No.AHU-0091759.AH.01.11.Tahun 2016  tanggal 08 Agustus 2016, struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham MKNP adalah sebagai berikut: 
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PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU 

RUPIAH) PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.249 124.900.000 99,92 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 100.000 0,08 

Jumlah 1.250 125.000.000 100,00 
    

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat MKNP No. 20 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di 
hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-
AH.01.03-0079240 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0025765.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris MKNP adalah sebagai berikut : 

Direksi 
Direktur   : Totok Sugiharto 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris  : Wito Mailoa 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MKNP tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MKNP dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pendirian MKNP, maksud dan tujuan MDNP ialah dalam bidang 
perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MKNP tidak memiliki harta baik 
bergerak maupun tetap berupa tanah dan bangunan.   
 
MKNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MKNP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
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PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU 

RUPIAH) PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.249 124.900.000 99,92 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 100.000 0,08 

Jumlah 1.250 125.000.000 100,00 
    

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat MKNP No. 20 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di 
hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-
AH.01.03-0079240 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0025765.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris MKNP adalah sebagai berikut : 

Direksi 
Direktur   : Totok Sugiharto 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris  : Wito Mailoa 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MKNP tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MKNP dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pendirian MKNP, maksud dan tujuan MDNP ialah dalam bidang 
perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MKNP tidak memiliki harta baik 
bergerak maupun tetap berupa tanah dan bangunan.   
 
MKNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MKNP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
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tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh MKNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah 
oleh MKNP dan mengikat MKNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT Jakarta Nusantara Propertindo (“JKNP”) 

JKNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, JKNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
10 tanggal 19 September 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium 
Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No.AHU-0041614.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016, didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No.AHU-0109779.AH.01.11.Tahun 2016  tanggal 20 
September 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JKNP adalah 
sebagai berikut: 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU 

RUPIAH) PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.249 124.900.000,00 99,92 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 100.000,00 0,08 

Jumlah 1.250 125.000.000 100,00 
    

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat JKNP No. 19 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di 
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hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-
AH.01.03-0079236 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0025763.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris JKNP adalah sebagai berikut : 

Direksi 
Direktur   : Wito Mailoa 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris  : Darma Putra Wati 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris JKNP tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar JKNP dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pendirian JKNP, maksud dan tujuan JKNP ialah dalam bidang 
perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, JKNP tidak memiliki harta baik bergerak 
maupun tetap berupa tanah dan bangunan.   
 
JKNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris JKNP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh JKNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah 
oleh JKNP dan mengikat JKNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT Surabaya Nusantara Propertindo (“SBNP”) 

SBNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SBNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 
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hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-
AH.01.03-0079236 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0025763.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris JKNP adalah sebagai berikut : 

Direksi 
Direktur   : Wito Mailoa 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris  : Darma Putra Wati 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris JKNP tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar JKNP dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pendirian JKNP, maksud dan tujuan JKNP ialah dalam bidang 
perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, JKNP tidak memiliki harta baik bergerak 
maupun tetap berupa tanah dan bangunan.   
 
JKNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris JKNP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh JKNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah 
oleh JKNP dan mengikat JKNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT Surabaya Nusantara Propertindo (“SBNP”) 

SBNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SBNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 
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Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
11 tanggal 19 September 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium 
Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No.AHU-0041622.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016, didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No.AHU-0109799.AH.01.11.Tahun 2016  tanggal 20 
September 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBNP adalah 
sebagai berikut: 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU 

RUPIAH) PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.249 124.900.000 99,92 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 100.000 0,08 

Jumlah 1.250 125.000.000 100,00 
    

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat SBNP No. 18 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di 
hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-
AH.01.03-0079232 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0025759.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris SBNP adalah sebagai berikut : 

Direksi 
Direktur   : Wito Mailoa 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris  : Darma Putra Wati 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBNP tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar SBNP dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pendirian SBNP, maksud dan tujuan SBNP ialah dalam bidang 
perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat. 
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Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, SBNP tidak memiliki harta baik bergerak 
maupun tetap berupa tanah dan bangunan.   
 
SBNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBNP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh SBNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah 
oleh SBNP dan mengikat SBNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT Palembang Nusantara Propertindo (“PLNP”) 

PLNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PLNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
15 tanggal 21 September 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium 
Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No.AHU-0042734.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 27 September 2016, didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No.AHU-0113078.AH.01.11.Tahun 2016  tanggal 27 
September 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBNP adalah 
sebagai berikut: 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 
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Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, SBNP tidak memiliki harta baik bergerak 
maupun tetap berupa tanah dan bangunan.   
 
SBNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBNP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh SBNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah 
oleh SBNP dan mengikat SBNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 

PT Palembang Nusantara Propertindo (“PLNP”) 

PLNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PLNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
15 tanggal 21 September 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium 
Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No.AHU-0042734.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 27 September 2016, didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No.AHU-0113078.AH.01.11.Tahun 2016  tanggal 27 
September 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBNP adalah 
sebagai berikut: 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 
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PEMEGANG SAHAM 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU 
RUPIAH) PER SAHAM 

 SAHAM RUPIAH % 
PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.249 124.900.000,00 99,92 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 100.000,00 0,08 

Jumlah 1.250 125.000.000 100,00 
    

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat PLNP No. 13 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di 
hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-
AH.01.03-0079192 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0025751.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris PLNP adalah sebagai berikut : 

Direksi 
Direktur   : Wito Mailoa 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris  : Darma Putra Wati 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PLNP tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar PLNP dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pendirian PLNP, maksud dan tujuan PLNP ialah dalam bidang 
perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PLNP tidak memiliki harta baik bergerak 
maupun tetap berupa tanah dan bangunan.   
 
PLNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PLNP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh PLNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah 
oleh PLNP dan mengikat PLNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 
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PT Yogyakarta Nusantara Propertindo (“YKNP”) 

YKNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, YKNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
16 tanggal 21 September 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium 
Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No.AHU-0042744.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 27 September 2016, didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113118.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 27 
September 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5, 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham YKNP adalah sebagai berikut: 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU 

RUPIAH) PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.249 124.900.000,00 99,92 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 100.000,00 0,08 

Jumlah 1.250 125.000.000 100,00 
    

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat YKNP No. 17 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di 
hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah Diberitahukan 
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-
AH.01.03-0079213 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0025757.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris YKNP adalah sebagai berikut : 
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PT Yogyakarta Nusantara Propertindo (“YKNP”) 

YKNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah 
didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
perijinan tersebut masih berlaku. 

 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, YKNP belum mengalami perubahan Anggaran 
Dasar. 

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 
16 tanggal 21 September 2016 (“Akta Pendirian”) dibuat  di hadapan Ivan Gelium 
Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No.AHU-0042744.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 27 September 2016, didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113118.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 27 
September 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5, 
struktur permodalan dan susunan pemegang saham YKNP adalah sebagai berikut: 

PERMODALAN 
 

NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS 
RIBU RUPIAH) PER SAHAM 

SAHAM RUPIAH 
Modal Dasar 5.000 500.000.000,00 
Modal Ditempatkan 1.250 125.000.000,00 
Modal Disetor 1.250 125.000.000,00 
Sisa Saham Dalam Portepel 3.750 375.000.000,00 

 
 

PEMEGANG SAHAM 
NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU 

RUPIAH) PER SAHAM 
 SAHAM RUPIAH % 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 1.249 124.900.000,00 99,92 
Koperasi Karyawan PT Bhakti 
Investama Tbk 

1 100.000,00 0,08 

Jumlah 1.250 125.000.000 100,00 
    

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham Di Luar Rapat YKNP No. 17 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di 
hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah Diberitahukan 
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana 
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-
AH.01.03-0079213 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No.AHU-0025757.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris YKNP adalah sebagai berikut : 
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Direksi 
Direktur   : Wito Mailoa 
Dewan Komisaris 
Komisaris  : Darma Putra Wati 
 
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris YKNP tersebut diatas telah 
diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar YKNP dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Akta Pendirian YKDP, maksud dan tujuan MDNP ialah dalam bidang 
perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat. 

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, YKNP tidak memiliki harta baik bergerak 
maupun tetap berupa tanah dan bangunan.   
 
YKNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha 
negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran 
utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 
 
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris YKNP dalam jabatannya sebagai anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi 
tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, 
arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian yang dibuat oleh YKNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah 
oleh YKNP dan mengikat YKNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat 
menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang 
obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. 
 

15. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan II MNC 
Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018” ini Perseroan telah memperoleh persetujuan 
tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan 
Dewan Komisaris PT MNC Kapital Indonesia Tbk. tanggal 12 Februari 2018. 

 
16. Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 ini dijamin 

dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik PT MNC Investama Tbk. yang 
ada di dalam Perseroan dengan nilai 150% dari nilai dana Obligasi.  

 
Hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak 
kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali 
hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan 
baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. 

 
17. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Prospektus dalam 

rangka Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital 
Indonesia”, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini 
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setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, akan dipergunakan 
untuk: 

1. Sejumlah Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) akan 
dipergunakan untuk pelunasan (refinancing) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh 
Perseroan, yaitu pinjaman Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia 
Tahun 2013 dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 5 Juli 
2018.  

2. Sisa dana akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan. 

 Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang 
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban 
menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada 
Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada 
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai seluruh dana 
hasil Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital 
Indonesia Tahap I Tahun 2018” telah direalisasikan. 

 Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana, maka rencana tersebut 
harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan 
mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui RUPO. 

 
18.  Dalam rangka Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia 

Tahap I Tahun 2018” telah dibuat dan ditandatangani secara sah :  

a. Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI No.SP-021/PO/KSEI/0218 tanggal 3 
April 2018, oleh dan antara MNCKI selaku Perusahaan Terdaftar dan PT 
Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang dibuat dibawah tangan; 

b. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II 
MNC Kapital Indonesia Tahun 2018 No. 1 tanggal 3 April 2018 jo. Akta 
Addendum dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan 
II MNC Kapital Indonesia Tahun 2018 No. 64 tanggal 30 Mei 2018, keduanya 
dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta 
Selatan; 

c. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital 
Indonesia Tahap I Tahun 2018  No.2 tanggal 3 April 2018 jo. Akta Addendum 
dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II 
MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 65 tanggal 30 Mei 2018, 
keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi 
Jakarta Selatan antara MNCKI  selaku Emiten dan PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk. selaku Wali Amanat; 

d. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan  II MNC Kapital 
Indonesia Tahap I Tahun 2018 No.3 tanggal 3 April 2018 jo. Akta Addendum 
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setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, akan dipergunakan 
untuk: 

1. Sejumlah Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) akan 
dipergunakan untuk pelunasan (refinancing) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh 
Perseroan, yaitu pinjaman Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia 
Tahun 2013 dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 5 Juli 
2018.  

2. Sisa dana akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan. 

 Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang 
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban 
menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada 
Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada 
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai seluruh dana 
hasil Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital 
Indonesia Tahap I Tahun 2018” telah direalisasikan. 

 Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana, maka rencana tersebut 
harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan 
mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui RUPO. 

 
18.  Dalam rangka Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia 

Tahap I Tahun 2018” telah dibuat dan ditandatangani secara sah :  

a. Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI No.SP-021/PO/KSEI/0218 tanggal 3 
April 2018, oleh dan antara MNCKI selaku Perusahaan Terdaftar dan PT 
Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang dibuat dibawah tangan; 

b. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II 
MNC Kapital Indonesia Tahun 2018 No. 1 tanggal 3 April 2018 jo. Akta 
Addendum dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan 
II MNC Kapital Indonesia Tahun 2018 No. 64 tanggal 30 Mei 2018, keduanya 
dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta 
Selatan; 

c. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital 
Indonesia Tahap I Tahun 2018  No.2 tanggal 3 April 2018 jo. Akta Addendum 
dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II 
MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 65 tanggal 30 Mei 2018, 
keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi 
Jakarta Selatan antara MNCKI  selaku Emiten dan PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk. selaku Wali Amanat; 

d. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan  II MNC Kapital 
Indonesia Tahap I Tahun 2018 No.3 tanggal 3 April 2018 jo. Akta Addendum 
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dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II 
MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No.66 tanggal 30 Mei 2018, 
keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi 
Jakarta Selatan antara MNCKI selaku Emiten dan PT MNC Sekuritas (“MNC 
Sekuritas”) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi 
Obligasi; 

e. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I 
Tahun 2018 No.4 tanggal 3 April 2108 jo. Akta Addendum dan Pernyataan 
Kembali Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia 
Tahap I Tahun 2018 No. 67 tanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat dihadapan 
Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dibuat 
oleh MNCKI selaku Emiten yang mengakui bahwa Emiten benar dan secara sah 
berutang kepada pemegang obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat dan berjanji untuk 
membayar lunas jumlah yang terutang kepada Pemegang Obligasi melalui Agen 
Pembayaran dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000,00 (tiga 
ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap dengan jangka waktu 5 (lima) 
tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. 

f. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.5 tanggal 3 April 2017, oleh dan antara 
MNCKI  selaku Penerbit Efek dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang 
dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta 
Selatan. 

g. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-00003/BEI.PP2/04-2018 tanggal 
23 April 2018 oleh dan antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia, yang 
dibuat dibawah tangan. 

 
Kami berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum 
Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 
2018”, telah dbuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 
bahwa Perjanjian Perwaliamanatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Bapepam-LK No.VI.C.4, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 
tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan 
Efek Bersifat Utang. 

 
19. Perseroan dan Wali Amanat, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak 

memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-
Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”) dan  hubungan kredit 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (3) UUPM. 

20. Perseroan telah mendapatkan Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II 
Tahun 2018 periode 12 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019 yaitu idBBB (Triple 
B) yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Perseroan dan PT 
Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini 
tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 
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Kantor Pusat:
MNC Financial Center, Lantai 21
Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886
Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com
Website : www.mncfinancialservices.com


